PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 641 TAHUN 2023

TENTANG

PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BAGI PESERTA BUKAN PEKERJA
PENERIMA UPAH ATAU BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat secara optimal, perlu dilakukan upaya
pemeliharaan kesehatan melalui program pembiayaan dan
jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak
memenuhi kriteria fakir miskin dan/ atau orang tidak
mampu menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja yang dilaksanakan melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimuat
dalam berita acara Nomor 900/943/BAP/DINSOS/2023
telah ditetapkan daftar peserta penerima jaminan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat
Bagi Peserta Bukan Pekerja Penerima Upah atau Bukan
Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota
Padang Tahun 2023,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



10.

11.

12.

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan [uran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5746);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020
tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, [uran Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja
dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III,
dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan
di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 50
Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera
Barat Sakato ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 9
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas perubahan
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke
dalam Jaminan kesehatan Nasional Melalui Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang
Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022
Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi Peserta Bukan
Pekerja Penerima Upah atau Bukan Pekerja Yang Didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2023 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Padang Tahun Anggaran 2023, Belanja Jasa Dinas
Kesehatan Kota Padang Kegiatan Penyediaan layanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota Kode Rekening
1.02.02.2.02.26.5.1.02.02.02.0003

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Oktober 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 No\lamk?)" 2023

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang

2. Inspektur Kota Padang

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang



